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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.    Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik 

sebagai negara hukum, serta pemerintahan negara diselenggarakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana terdapat kepala negara 

yaitu Presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang memiliki tugas 

dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI Tahun 1945).1  

Dalam menyelengarakan negara harus sesuai dengan tujuan negara 

yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan negara 

adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Apa yang tertulis di 

dalam peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang sifatnya 

mengikat dan memaksa, dan sudah tentu harus ditegakkan meskipun 

seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 

Karena sifatnya itulah, produk hukum yang buruk tetaplah disebut hukum 

yang sah jika tidak konstitusi2. 

 

 

 1 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Kedua, 

Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 73. 

 

 2 Sudiyana Suswoto, “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencapai 

Keadilan Substansif”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 11 No. 1, 01 Mei 2018, hlm. 21. 
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Negara Indonesia juga mengatur adanya perlindungan kesehatan  

terhadap masyarakat yang telah diatur didalamp Pasal 28 H Ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka dengan 

adanya kasus COVID-19 Masyarakat Indonesia membutuhkan perlindungan 

kesehatan untuk terhindar dari wabah ini.  

Warga di seluruh dunia dihadapkan dengan virus varian baru yang 

berasal dari Kota Wuhan, China. Virus ini muncul pada tahun 2019 silam 

dengan nama Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan 

COVID-19, dimana virus ini merupakan penyakit menular yang menyerang 

pernafasan dengan gejala demam, batuk dan sesak nafas.  

Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para 

Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan 

peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban 

mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, 

penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta 

memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam 

pencegahan dan pengendalian Covid-19.3 

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus 

dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah 

 

 3 Zulfa Harirah MS, “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi 

Covid-19 di Indonesia”,  Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7 No. 1, Mei 

2020, hlm. 741 
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dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 

Tingkat penularan COVID-19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya 

pergerakan orang, interaksi antar manusia dan b lelrkumpulnya blanyak 

orang, untuk itu pe lrlindungan kelselhatan masyarakat harus dilakukan ole lh 

selmua unsur yang ada di masyarakat b laik pe lmelrintahl, dunia usah la, aparat 

pelnelgak hlukum se lrta komponeln masyarakat lainnya.  

Maka seltiap daelrahl ada aturan telrselndiri melngelnai Protokol 

kelselrhlatan dalam melncelgahl dan melngelndalikan virus corona ini. Di 

Kablupateln Sumelnelp dalam Pe lraturan BLupati Nomor 61 Tah lun 2020 te lntang 

Pelnelrapan Disiplin Dan Pe lnelgakan H Lukum Protokol Ke lselhlatan Selblagai 

Upaya Pe lncelgahlan Dan Pe lngelndalian Corona Virus Dise lasel 2019 

(sellanjutnya dise lblut juga Pe lrblup No. 61 tah lun 2020), dimana tellahl 

dijellaskan dalam Pelrblubl No. 61 tah lun 2020 Pasal 3 blahlwa apab lila 

masyarakat Kab lupateln Sumelnelp akan mellakukan ke lgiatan b laik melmasuki 

Mall, Pasar. Kantor dan se lblagainya hlarus mellakukan 4 M, yaitu Me lmakai 

Maskelr, Melncuci Tangan, Me lnjaga Jarak dan Me lnghlindari Ke lrumunan 

untuk melncelgahl Virus Corona. Apab lila mellanggar ada sanksi yang sudahl 

dijellaskan dalam Pasal 7 Pe lrblup No. 61 tahlun 2020. 

Khlusunya Kab lupateln Sumelnelp Tim Pamor Ke lris Jajaran Polre ls 

Sumelnelp melnyisirtelmpat rawan pellanggaran Protokol Ke lselhlatan selpelrti 

pelrtokoan, pasar, dan orang yang b lelrpelrgian ke lluar rumahl untuk sellalu 

melnelrapkan protocol ke lselhlatan dan melnghlimb lau pelntingnya Vaksinasi, 
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selrta pelnggunaan maskelr telrhladap masyarakat yang b lelrkelrumunan.4 Namun 

saat ini sudah jarang ada aparat penegak hukum yang memantau masyarakat 

untuk tetap mematuhi protokol kesahatan, sehingga masyarakat banyak 

yang tidak mematuhi 4M. 

BLelrdasarkan uraian dike lmukakan diatas pe lnulis telrtarik mellakukan 

pelnellitian lelblihl jauhl telntang pelmelnuhlan kelblutuhlan masyarakat dalam masa 

pandelmi, se lhlingga pelnulis telrtarik mellakukan pe lnellitian yang blelrjudul 

“Pelnelgakan HLukum Protokol Ke lselhlatan Melnurut Pelraturan BLupati 

Nomor 61 Tahlun 2020 Di Kab lupateln Sumelnelp Di Masa Pandelmi". 

 

1.2.   Rumusan Masalah l 

BLelrdasarkan latar blellakang yang dikelmukakan diatas maka yang me lnjadi 

rumusan pelrmasalahlan pada pelnellitian ini adalah l: 

1. BLagaimana pe llaksanaan pelnelgakan h lukum melnurut Pelrblup Nomor 61 

tahlun 2020 Telntang Pe lnelrapan Disiplin Dan Pe lnelgakan HLukum Protokal 

Kelselhlatan Se lblagai Upaya Pe lncelgahlan Dan Pe lngelndalian Corona Virus 

Diselasel 2019 di Kablupateln Sumelnelp? 

2. BLagaimana ke lwajiblan pelmelrintahl dalam mellaksanakan Pe lrblup Nomor 

61 tahlun 2020 Telntang Pe lnelrapan Disiplin Dan Pe lnelgakan H Lukum 

Protokal Ke lselhlatan Selblagai Upaya Hukum Dan Perlindungan Hukum 

Terhadap Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sumenep? 

 
 4 hlttps://hlumas.polri.go.id/eln/2022/08/11/pamor-kelris-jajaran-polrels-sumelnelp-

melngingatkan-masyarakat-untuk-sellalu-melnelrapkan-prokels-dan-pelntingnya-vaksinasi-14/, 

diunduh l pada tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 13.52. 

https://humas.polri.go.id/en/2022/08/11/pamor-keris-jajaran-polres-sumenep-mengingatkan-masyarakat-untuk-selalu-menerapkan-prokes-dan-pentingnya-vaksinasi-14/
https://humas.polri.go.id/en/2022/08/11/pamor-keris-jajaran-polres-sumenep-mengingatkan-masyarakat-untuk-selalu-menerapkan-prokes-dan-pentingnya-vaksinasi-14/
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1.3. Tujuan  

1. Melnganalisa adanya pe lnelgakan hlukum telrhladap pellanggaran Pelrblup 

Nomor 61 tahlun 2020. 

2. Melnganalisa ke lwajiblan Pelmelrintahl Daelrahl dan masyarakat dalam 

melncelgahl dan melngelndalikan virus corona di Sumelnelp. 

1.4. Kelgunaan 

1.4.1. Kelgunaaan Teloritis 

1) HLasil pelnellitian ini dih larapkan dapat me lmbluka pelmikiran blaru dan 

pelmahlaman telrhladap kelwajiblan dalam melncelgahl dan 

melngelndalikan virus corona. 

2) Pelnellitian ini dih larapkan dapat b lelrguna untuk melnamblahl 

pelngeltah luan, wawasan dan juga se lblagai pellelngkap untuk 

melnelrapkan konse lp-konselp yang didapat te lntang Pe lnelgakan 

HLukum dalam melncelgahl dan melngelndalikan virus Corona. 

1.4.2. Kelgunaaan Praktis 

1) Selcara praktis dih larapkan dapat digunakan se lblagai blahlan acuan 

untuk pelnellitian se llanjutnya blagi yang b lelrminat melnelliti melngelnai 

kelwajib lan dalam melncelgahl dan melngelndalikan virus corona se lrta 

Pelnelgakan HLukum yang telrtelra dalam Pe lraturan BLupati Nomor 61 

Tahlun 2020. 

2) Pelrtimb langan blagi Pelmelrintahl dalam Pe lnelgakan HLukum untuk  

melncelgahl dan melngelndalikan virus Corona. 
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1.5.  Kelaslian  

Pelnellitian yang pelnulis lakukan delngan judul “Pe lnelgakan H Lukum 

Protokol Ke lselhlatan Me lnurut Pelraturan BLupati Nomor 61 Tah lun 2020 Di 

Kablupateln Sumelnelp” b lellum pelrnahl dilakukan olelhl pelnulis lain. H Lasil 

pelnellusuran pelnulis di b lelblelrapa kelpustakaan yang dilakukan pe lnulis lain 

adalahl : 

 Rizqohl Fouranda delngan judul diselrtasi “Pe lnelgakan HLukum Telrhladap 

Pellanggar Protokol Ke lselhlatan Pandelmi Covid-19 Di Kota Pale lmblang” 

Pelnellitian ini me lnitik b lelratkan pada Pe lnelgakan HLukum yang telrjadi di 

Palelmblang telrhladap pe llanggaran Protokol Ke lselhlatan, karelna masik b lanyak 

masyarakat yang telrpapar Covid 19. De lngan adanya wab lahl atau virus corona 

di kota Palelmblang masihl telrus telrjadi pelnularan te lrdapat 49 kasus b laru 

positif covid-19, b lelrdasarkan data dari Ke lmelntrian Kelselhlatan Relpubllik 

Indonelsia 

Pelnellitian yang b lelrjudul “Pelnelgakan H Lukum Protokol Ke lselhlatan 

Melnurut Pelraturan B Lupati Nomor 61 Tahlun 2020 Di Kablupateln Sumelnelp”, 

apablila dikaitkan de lngan blelblelrapa pelnellitian yang tellahl pelnulis se lblutkan di 

atas, maka nampak ada dan je llas pelrbleldaannya. Fokus pe lmblahlasan dan 

pelnellitian yang pe lnulis lakukan adalahl melngelnai Pelnelgakan H Lukum Protokol 

Kelselhlatan yang telrjadi di Kb lupateln Sumelnelp, karelna masihl blanyaknya 

masyarakat yang me llanggar untuk mellakukan 4 M yang te llahl diatur didalam 

Pelrblup No. 61 tah lun 2020. Se lhlingga masik b lanyak masyarakat yang te lrtulahl 

Virus Corona. 
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Agar lelblihl mudahl melngeltahlui pelnellitian se lblellumnya dan pelnellitian 

yang akan pelnulis lakukan, b lelrikut disajikan dalam b lelntuk tab lell. Tablell 1 

melmpelrlihlatkan melngelnai kelaslian pelnellitian dise lrtasi ini dan kore llasinya 

delngan hlasil pelnellitian selblellumnya, selblagaimana di b lawahl ini. 

Tab lell 1 : Kelaslian Pelnellitian Dan Korellasinya 

 

Pelnelliti 

Selblellumnya 

 

Judul 

Pelnellitian 

 

Fokus Pe lmblahlasan 

 

Korellasi Delngan 

Pelnellitian Ini 

Rizqohl Fouranda  Pelnelgakan HLukum 

Telrhladap 

Pellanggar Protokol 

Kelselhlatan 

Pandelmi Covid-19 

Di Kota 

Palelmblang 

Pelnelgakan HLukum yang 

telrjadi di Pale lmblang 

telrhladap pellanggaran 

Protokol Ke lselhlatan, 

karelna masik b lanyak 

masyarakat yang telrpapar 

Covid 19. De lngan adanya 

wablahl atau virus corona 

di kota Palelmblang masihl 

telrus telrjadi pe lnularan 

telrdapat 49 kasus b laru 

positif covid-19, 

blelrdasarkan data dari 

Kelmelntrian Ke lselhlatan 

Relpubllik Indonelsia 

Pelnelgakan HLukum 

dalam situasi masa 

Pandelmi untuk 

teltap melnjalankan 

Protokol 

Kelselhlatan. 

Sumblelr : Krelasi Pelnulis. 

1.6. Meltodel Pelnellitian  

    Meltodel pelnellitian b lelrtujuan untuk melnganalisis masalah l yang muncul. 

Melngelnai pelnellitian h lukum Peltelr Mahlmud Marzuki me lnyatakan b lahlwa 

selbluahl melkanismel guna melngkaji relgulasi, prinsip se lrta doktrin h lukum 

dalam rangka melmblelrikan jawablan atas pelrsoalan hlukum yang akan 

ditelmui.5 

 
 5 Peltelr Mahlmud Marzuki, Pelnellitian HLukum,  Jakarta: Kelncana Prelnada Group, 2011, 

HLlm. 7 
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   Pelnellitian ini dilaksanakan delngan me lnganalisis dan me lngkaji 

undang-undang yang b lelrlaku yang selcara tidak langsung maupun langsung 

blelrhlublungan atas masalahl hlukum yang diangkat. Inve lstigasi dilakukan 

delngan melngkaji dan me lnulis ulang pelraturan pe lrundang-undangan yang 

ada, selrta selsuai delngan topik yang akan dib lahlas. 

1.6.1. Jelnis Pelnellitian  

       Jelnis pelnellitian yang dipakai ole lhl pelnuis ialahl normatif. 

Pelnellitian h lukum se lcara normatif me lrupakan pelnellitian yang 

melngkaji se lbluahl isu h lukum yang dilandaskan pada h lukum positif di 

Indonelsia. Kelmudian, pelnellitian yang di fokuskan untuk mellakukan 

pelngkajian implelmelntasi norma ataupun kaidahl didalam hlukum 

positif.6 

1.6.2. Meltodel Pelndelkatan  

       Meltodel Pelndelkatan yang dilakukan b lelrdasarkan pelrmasalahlan 

diatas adalah l pelndelkatan pelrundang – undangan ( Statuel Approachl ) 

artinya Pelndelkatan ini melmfokuskan kajian dan pe lnellaah lan telrhladap 

aturan-aturan yang dib lelrlakukan dalam se lbluahl nelgara dan elrat 

kaitannya delngan felnomelna (isu hlukum) yang se ldang telrjadi.7  dan 

pelndelkatan konse lptual ( Concelptual Approach l ) artinya pelndelkatan 

yang blelranjak dari pandangan dan doktin yang b lelrkelmblang di dalam 

 
 

 6 Iblid. 

 

 7 Peltelr Mahlmud Marzuki, Pelnellitian HLukum ELdisi Relvisi, (Jakarta : PT Adh litya 

Andrelblhlina Agung, 2015), h llm. 132. 
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ilmu hlukum de lngan pelrmasalahlan atau isu h lukum yang se ldang 

ditangani.8  

 

1.6.3.  Sumblelr BLahlan HLukum  

           Sumblelr BLahlan H Lukum melrupakan sumb lelr yang kaya akan 

masalahl-masalahl hlukum yang dapat dite lliti. Sumblelr blahlan hlukum 

telrdiri dari b lahlan hlukum Primelr, BLahlan H Lukum Selkundelr, dan BLahlan 

H Lukum Telrsielr.  

1) BLahlan HLukum Primelr  

          Pelngumpulan blahlan hlukum prime lr melrupakan blahlan yang 

mellihlat dari h lielrarki pelraturan pelrundang – undangan delngan 

melncari norma, undang – undang yang b lelrkaitan delngan isu 

hlukum yang akan dite lliti.9  

Adapun b lahlan primelr yang akan digunakan untuk me lnyellelsaikan 

pelnellitian ini se lblagai blelrikut:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tah lun 2009 telntang Kelselhlatan 

(Lelmblaran Ne lgara Relpubllik Indonelsia Tah lun 2009 Nomor 

144, Tamb lahlan Lelmblaran Nelgara Nomor 5063). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. 

 
8 Peltelr Mahlmud Marzuki, Pelnellitian HLukum ELdisi Relvisi, Jakarta, Prelnada Meldia Group, 

2016, hllm. 133. 

 
9 I Madel Paselk Dianth la, Meltodologi Pelnellitian HLukum Normatif dalam Justifikasi Telori 

HLukum, Prelnada Meldia Group, 2016, h llm. 149.  
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d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam 

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. 

e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 . 

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 

g. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 61 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019. 

2) BLahlan HLukum Selkundelr  

BLahlan hlukum selkundelr melrupakan data yang me lmblelrikan 

pelnjellasan yang dapat me lnunjang telrhladap b lahlan hlukum primelr.   

BLahlan hlukum selkundelr yang melrupakan b lelrsumblelr atau yang 

telrutama adalah l   bluku – bluku se lpelrti pe lnelgakan hlukum, Protokol 

kelselhlatan, Telori Pelrundang-undangan, dan Telori kelwajiblan 

pelmelrintahl.10  

3) BLahlan HLukum Telrsielr  

BLahlan hlukum Telrsielr melrupakan data yang me lmblelrikan 

 
10 Peltelr Mahlmud Marzuki, Pelnellitian HLukum ELdisi Relvisi, Op. Cit, hllm. 195. 
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pelnjellasan yang dapat me lnunjang te lrhladap b lahlan hlukum primelr 

yang melrupakan blahlan yang mellih lat dari h lielrarki pelraturan 

pelrundang – undangan delngan melncari norma, undang – undang, 

pelraturan pellaksana undang – undang yang b lelrkaitan delngan isu 

hlukum yang akan dite lliti dan b lah lan h lukum selkundelr yang 

melrupakan data yang me lmblelrikan pe lnjellasan yang dapat 

melnunjang telrhladap blahlan hlukum primelr.  

  

1.6.4.  Telknik Pe lngumpulan Data 

(1) Pelngumpulaan b lahlan hlukum prime lr dilakukan delngan cara 

studi kelpustakaan h lukum, inve lntarisasi pelraturan 

pelrundang – undangan  

(2) Pelngumpulan b lahlan h lukum selkundelr dilakukan delngan 

cara kajian kelpustakaan dan pe lnellusuran telrhladap h lasil 

pelnellitian – pelnellitian se lpelrti jurnal.  

(3) Pelngumpulan blahlan hlukum telrsielr dilakukan delngan cara 

pelnellaah lan pustaka mellalui se lbluahl intelrnelt.  

1.6.5.  Analisis B Lahlan H Lukum   

       Analisis b lahlan hlukum adalah l blagaimana me lmanfaatkan sumb lelr-

sumblelr blah lan hlukum yang tellahl telrkumpul untuk digunakan dalam 

melmelcahlkan pelrmasalahlan dalam pe lnellitian ini. Dasar dari 

pelnggunaan analisis se lcara normatif dikare lnakan blahlan-blahlan h lukum 

dalam pelnellitian ini me lngarahl pada kajian-kajian yang blelrsifat teloritis 

dalam blelntuk asas-asas hlukum, konse lp-konse lp hlukum selrta kaidahl-
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kaidahl hlukum 11 . Analisis b lahlan ini dilakukan de lngan 

melngintelrprelstasikan blahlan yang blelrh lasil dikumpulkan, se lblellum 

melnarik kelsimpulan pelnellitian. Dalam pe lnellitian ini analisis b lahlan 

dilakukan delngan meltodel analisis normatif, yaitu me lngintelrprelstasikan 

dan melndiskusikan b lahlan h lasil pelnellitian b lelrdasarkan pada pelngelrtian 

hlukum, norma hlukum, telori h lukum, dan doktrin h lukum yang b lelrkaitan 

delngan pokok pelrmasalahlan pelnellitian. H Lal ini guna me lnjellaskan 

pelrmasalahlan pelnellitian hlukum delngan kalimat yang logis, b lelrsifat 

ilmiahl dan mudahl dipahlami. 

 

 
 11  Soelrjono Soelkanto dan Sri Mamudji, Pelnellitian HLukum Normatif , Jakarta : 

Rajagrafindo Pelrsada 2004, h llm 25 
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